
. BUPATI CiANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

, PERATURAN DAtrRAH KABU.PATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2OI7

. TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN NIEMPEKERJAKAN
TENAG,A KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

, BUPATI CIANJUR,

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) und.ang-
Undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pqiak Daeralh
dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa, sesuai ketentuan pasai 2 ayat (i) peraturan
Pemerintah Nomor 9z rahun 2ol2 tentang Retribusi
fgnggnd.alian Lalu Lintas dan Retribusi perpanjangan
rzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ait.iapt a,
sebagai Retribusi Daerah;

c. bahv,ia berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksucl dalam huruf a dan huruf b; periu

menetapl<an Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar. Negara
Republik Indonesia Tahun l94S;

2. Unctrang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
di*bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 196g
tentang . Pembentukan Kabupaten purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang
Nomor L4 Tahun 19s0 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupatefr Dalam Lingkungan propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun' l-968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Ind.onesia Nomor 2BS 1) ;



UnAang-Urndang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130.
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 'Republik
Inctronesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 55g7)
sebagaimana teiah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59,
Tambahhn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undarrg-Undang Nomor 30 Tahun ZOl4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran trlegara
Republik indonesia Tahun 2OI4 Nomor ig2,
Tarnbahran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Feraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor lI9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 9z rahun 2ol2 tentang
Retribus'i Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lenrbaran },legara Repubtik Indonesia- Tahun 2Ol2
Ncrmor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Menteri Tenaga Keda Nomor 16 Tahun 201s
tentang Tata Cara penggunan Tenaga Kerja Asing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor
96a\;

Dengan Fersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI-IPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

, MEMUTUSKAN :

I

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS]
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING"

J.

4.

5.

6.

7.

8.



-.)

1.

2.

aJ.

4.

5.

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengdn:
Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
Pemerintah Kabupateu adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupatenbianjur.
Pejabat adalah pegar,vai yang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
Retritlusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau I3adan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwqjibal<an untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasui'- pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengbndalian dan pengawasan atas kegiatan,
pernanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya
a1am, barang, prasarana, sarana atau fasiiitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

10. Retribusi Perpanjangan lzin Mempekeqiakan Tenaga
I(erja Asing, yang selanjutnya disebut Retribuli
Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas
pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga
kerja asing.

11. Perpanjangan lzin Nlempekerjakan Tenaga Kerja Asing
adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga Kerjaasing sesuai , dengan ketentuan ' peraturan
perunciang-undangan.

12. Tenaga Keqja Asing adalah warga negara asing
pernegarlg visa dengan maksud bekerja di wiiayah
Indorr.esia.

6.

7.

8.

9.



13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badanhukum atau badan-badan lainnya , yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
ya-ng merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dar perizinan
tertentu <lari Pemerintah Daerah.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha lxaupun yang tidak melakukan usaha yang
meiiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara. (RUMN), atau badan usaha milik daerah (BUT\4D)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiun, 

- 
plrsekutuan,

perkr,rmpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembiga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

16' surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pi*Uayara., atau
penvetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau terah dilakukan den[ancara lain ke kas daerah melalui tem-pat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat i<etbtapan Retribusi' yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,ya,g selanjutnya disingkat SKRDLB, adaiah
sui'at ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumrah
kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat ragihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingka.t srRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan . Retribr_rsi dan/atau sanksi ad"ministratif
berupa bunga dan/atau denda.

20. Femeril<saarr adaiah serangkaian kegiatan
menghirnpun dan mengolah data, keterangan,

. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewqiiban perpajakan daerah dan Retribusi
dan/atau untu_k tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundairg-
undangan Retribubi daerah.
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21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
yang rrtemuat ketentuan pidana.

22.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang seianjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari dan. mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana. di bidang Retribusi yang
teqadi serta rnenemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
Perpanjangan IMTA.

Pasal 3

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah pemberian Perpanjangan IMTA
kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang
telah' menriliki IMTA dari Menteri. yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau
Pejabat yang ditunjuk.
Tidak termasuk objek Retribusi perpanjangan IMTA
sebagaimanil dimaksud pada ayat (1) adalah
Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah,
perwakilan negara asing, badan-badan internasional,
lernbaga sosi.al, lembaga keagamaan, dan jabatan-
jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(1)

(2)

(r)

Pasal 4

Subjek Retribusi Perpanjangan
Ke4'a Tenaga Kerja Asing
Perpanjangan IMTA.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Retribusi.

IMTA adalah Pemberi
.yang memperoleh
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Retribusi
Retribusi

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Perpanjangan IMTA digolongkan
Perizinan Tertentu.

sebagai

(2)

CARA MENcUK,-,,ffi,J; PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat' penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah
penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada

. tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.

Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) .meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak
negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUK'IUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasa_l 8

Struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA
ditetapka-n berdasarkan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
tsesarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada, ayat (1), ditetapkan sebesar US $ 100
(seratus dollar Amerika) /orang/bulan atari US $7.2AO (seribu dua ratus dollar
Amerika) I orang/ tahun.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
dibayarkan dengan Rupiah ber dasarkan nilai kurs
yang bertraku pada saat pembayaran retribusi oleh
Wajib Retribusi.

$:

(2)

(1)

(3)
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BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
pasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah
Kabupaten tempat peiayanan penyediaan fasilitas
diberikan.

, BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

" Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) brrlan takwim/ 1 (satu) tahun
takwim.

- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat
diterbitkannya SKRD.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 1 1

(1) BesainSra jumlah pokok retribusi yang .terutang
ditetapkan dengan SKRD.

(2) Be'tuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

. BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi

ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.- 

(2) Dalarn hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak.sampai 12(dua belas) br.l,lan, kelebihan pembayaran
dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
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(1)

t2)

(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran,
penyetoran dan pengembalian Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasa-l 14

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau
kurahg bayar dilakukan dengan menggunaka-t'r STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran,
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Surat Teguran, atau Sqrat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau
Pejabat 'yang ditunjuk, paiing lama 3 (tiga) hari, sejak
jauh ternpo pembayaran.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Tegural, atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retrib usi yang terutang.

Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeiuarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

. Pasal 15

Dalam hai Wajib Retribusi tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2oA (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibdyar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.

BAB XIIi
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PtrMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(i) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan Retribusi

(3)

(41

(s)

(1)

(2)
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{2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika
penggunaan Tenaga Keda. Asing pada wajib retribusi
dalam kaitan pekerjaannya memberikan manfaat
bagi Pemerintah Kabupaten.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan jika Wajib Retribusi
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Hakim yang
berkekua-tan hukum tetap.

Tata cara pemberian penglrrangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIV

KENALUWARSA

Pasa-l 17

Hak untuk meiakukan penagihan Retribusi menjadi
kedalu'warsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada ' pengakuan utang Retribusi dari Wajib

. Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggai' diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagzrimana dimaksud pada ayat {2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
rnenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan
kebera.tan oleh Wajib Retribusi.

(1) piutang Retribusi ;?"i,i:- mungkin ditagih tagi
karena hai< untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)

(4)

(s)
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(21

(3)

(1)

(21

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMANFAATAN

pemanfaatan o.".d"Jfl"*.,rror", perpanjangan
IMTA diutam.akan untuk penerbitan dokumen izin,
pengawasan di iapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, bialra dampak negatif dari
Perpanjangan IMTA dan mendanai kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
1okal:

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan
iNITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI

, INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat, (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belahja Daerah.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2 1

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekaii.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada, ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(1)

{21

(3)
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(1)

(2)

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bida4g Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah . Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenAng sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneiiti

keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpqjakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
iengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
. keterangan mengenai orang pribadi atau Badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
seirubungan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. rirerneriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dbkumen yang dibawa;

h. rnemotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana per:pajakan Daerah;

i. memanggil o{ang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

(3)
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' k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpqjakan Daerah sesuai dengan ketentuan
pEraturan perundang-undangan.

(a) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Urnum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum gcara Pidana.

BAB XiX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewe.jibannya sehingga merugikan keuangan . Daerah
diancam pidana kurungan paling larna 3 (tiga) bulan
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribu-si terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perat'tlran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kahrupaten Cianjur.

Ditetapkan c1i Cianjur
pada tanggal 17 Mei 2Ol7

BUPATI CiANJUR,

rtd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
17 Mei 2Al7

rcNSTAETS DAERAH KABUI'ATEN CIANJUR,

F S..ALAMSYAH

I,EMBARAN DAERAH I(ABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 2

NORtrG PbIRAT'I}RAN IIARRAH KAR{ lpATEN CIAN.II IR


